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Abstract
The main problem of poverty is not the obsensce capital on lack of human of human resource, but it is not regarded a problem by the local society or the poors themselves. To convince the society using mindset is the prior to social policy. So, common efforts to empower society is getting an important role, in order to pick the poor up from their poverty, needed a policy in the benefit of them. A great hope, that economic development of the poor society will be succesfully conducted by the goverment. This is based on real fact that the goverment has some certain institutions to assist policy process, planning, adminnistrating in social development process. The research method used qualitaty and case study approach. Data was collected by observation, interviewing, focus group discussion, and documentation. Data analysis used qualitaty description by using interactive model, data reduction, data presentation and conclution. Data validity test was used triagulation method. The research showed that formulation policy of poverty alleviation in village can use policy model of local imtiative development in poverty alleviation of community based through sustainable livelihood through three steps activities of social economic mapping, economic empowerment by UEP, and mechanism marketing of UEP products, social mids delivery through E-warung. UEP is sinergized with the local natural resources like bamboo to provide added value of the bamboo plants.  
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Abstrak

Permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi persoalan kemiskinan itu bukan dianggap masalah oleh lokalitas masyarakat atau orang miskin itu sendiri. Untuk itu proses penyadaran masyarakat dengan pola pikir merupakan awal dari kebijakan sosial. Oleh karena itu upaya bersama memberdayakan masyarakat memegang peranan sangat penting, agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinannya, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.  Keyakinan yang besar bahwa pengembangan ekonomi masyarakat miskin  dapat berhasil jika dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa pemerintah mempunyai badan atau lembaga tertentu untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan, perencanaan, pengadministrasian yang diperlukan dalam proses pembangunan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Formulasi kebijakan mengenai Pengentasan kemiskinan di desa dapat menerapkan model kebijakan pengembangan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan, melalui tiga tahap kegiatan pemetaan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E-warong UEP;  Usaha Ekonomi Produktif (UEP) penduduk miskin  disinergiskan dengan sumber daya alam setempat berupa melimpahnya tanaman bambu dan mata pencaharian penerima program untuk memberikan nilai tambah dalam bentuk pengrajin bambu.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Inisiatif Lokal, Kemiskinan, Mata Pencaharian. 
A. Pendahuluan
Luas wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah 43,75km2 dengan ketinggian ratarata 141 m dari permukaan laut. Kecamatan Arjasa terdiri dari 6 desa yaitu: Desa Arjasa, Desa Kemuning Lor, Desa Darsono, Desa Kamal, Desa Candi Jati, dan Desa Biting. Hasil obsevasi awal bahwa dari 6 desa itu yang banyak penduduk miskinnya adalah adalah Desa kemuning Lor dan Desa Darsono (Observasi tanggal 4 Maret 2018). 

Jenis mata pencaharian penduduk selain bertani adalah pengrajin bambu, baik itu di Desa Kemunig Lor maupun Desa Darsono. Kerajinan bambu yang dibuat masyarakat miskin itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Jenis kerajinan bambu yang dihasilkan antara lain keranjang sampah, kursi bambu, kurungan ayam, kurungan burung, dan gedek. Kegiatan ini dilakukan oleh mereka secara turun temurun. Kerajinan bambu ini dibuat oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan pengrajin bambu diperoleh dengan menjual hasil kerajinan bambu dengan cara menjajakan ke desa-desa lain bahkan sampai ke Kota Jember yang jaraknya 20 km dengan berjalan kaki. 

Hasil observasi awal bahwa beberapa pengrajin bambu sudah memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), namun ada beberapa yang tidak memiliki SKU (Observasi 4 Maret 2018). Hal ini berarti masyarakat miskin pengrajin bambu ada yang sudah memiliki SKU dan ada yang belum meiliki SKU. Oleh karena itu SKU penting bagi pengrajin bambu. Oleh karena itu State of the art dari penelitian ini adalah masyarakat miskin disebabkan adanya kebijakan sosial yang kurang memihak pada masyarakat miskin, akibatnya kemiskinan yang dialaminya terus menerus. Sehingga masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya.  

Jika ditelusuri permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi persoalan kemiskinan itu bukan dianggap masalah oleh lokalitas masyarakat atau orang miskin itu sendiri. Untuk itu proses penyadaran masyarakat dengan pola pikir merupakan awal dari kebijakan sosial. Oleh karena itu agar masyarakat miskin itu dapat keluar dari kemiskinannya, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.  Kebijakan yang diperlukan masyarakat miskin adalah kebijakan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri.sedangkan pemerintah hanya mengfasilitasinya.
Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Usaha ekonomi produktif (UEP) Penduduk Miskin?
Tujuan kegiatan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dalam jangka panjang menurunkan angka kemiskinan. Dalam jangka pendek dapat memberdayakan masyarakat miskin. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu kebijakan sosial. Model kebijakan sosial hasil penelitian ini diharapkan berpihak kepada penduduk miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada  pemerintah desa dalam upaya meningkatkan usaha penduduk miskin, sehingga hasil penelitian yang berupa model kebijakan sosial untuk penduduk miskin ini dapat menurunkan angka kemiskinan.
B. Penggunaan Metode Penelitian
Subyek penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive dan snowball. Teknik purposive yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sedangkan teknik snowball merupakan teknik penentuan informan yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2008: 97). Dalam snowball, pertama-tama menentukan informan kunci (key informan) yaitu sumber yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari key informan kemudian baru ditentukan informan berikutnya berdasarkan petunjuk dari key informan. Key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa. Informan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan petunjuk key informan seperti Pengrajin Bambu  dan kelompok Pengrajin bambu. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, dokumentasi, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain petani tebu, kelompok petani tebu, pengurus asosiasi petani tebu, dan pemerintah daerah. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder.   Teknik analisis data yang adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009), menjelaskan bahwa model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal tersebut sebagai sesuatu kesatuan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.  Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas dengan cara mengkategorisasikan data dengan sistem pencatatan dan triangulasi yaitu penelusuran data secara crosscheck dengan mengkonfirmasi temuan penelitian dengan para ahli atau pemerhati, sehingga diperoleh data lengkap dan tidak bias.  
C. Hasil dan Pembahasan
c.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Kemuning Lor kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Jawa Timur dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi desa yang ada, perekonomian di Desa Kemuning Lor masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.
Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : Padi, Kopi, Jagung, Kacang Tanah, Ketela Pohon, Buah naga, Rambutan, Durian, Alpukat, Petai, Jahe, Sengon laut dan kayu mahoni dan kerajinan bambu tradisional.
Masyarakat desa Kemuning Lor dengan berbagai macam masyarakatnya, mereka memiliki beberapa hal yang menjadi ciri atau hal yang menonjol dari masyarakat tersebut. Salah satu diantaranya yaitu kondisi masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat suku Madura. Walaupun bukan berasal dari asli warga Madura, tapi bahasa dan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan merupakan bahasa dan adat Madura. Masyarakat desa Kemuning Lor memiliki adat dan budaya yang kuat. Sering juga beberapa kebijakan dari pemerintah yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi adat dan budaya masyarakat.
c.2 Lembaga Pelayanan Sosial Desa

Suatu lembaga dalam pelaksanaannya tentu memiliki unsur-unsur, begitu pula dengan pemerintahan desa. Unsur-unsur dari pemerintahan desa diantaranya adalah Pemerintah Desa yang meliputi Kepada Desa dan Perangkat Desa, serta Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dalam rangka mencapai kinerja yang efektif dan efisien, pemerintah desa mengembangkan komunikasi dan kemitraan sejajar yang harmonis yang didukung dengan adanya pertemuan rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 200 tentang Pemerintahan Desa.

Selain dari unsur pemerintahan desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuning Lor, pemerintah desa juga melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari unsur ; Rukun Tetanga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program Pelayanan Sosial

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan maka dirasa perlu untuk menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Beberapa konsep pelayanan yang dilakukan di desa Kemuning Lor sudah termasuk kedalam visi dan misi dari desa itu sendiri yaitu:

a.
Visi 

Terciptanya pelayanan di bidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Kemuning Lor yang sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan visi dan misi Desa Kemuning Lor bahwa konsep pelayanan yang dilakukan fokus pada pelayanan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial  masyarakat desa. Selain itu juga pelayanan pemerintahan dimasukkan pada strategi dan pembangunan desa.  Hal tersebut diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada :

a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;

b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

c. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah desa sangat menyadari bahwasannya desa merupakan subsistem pemerintahan yangmelakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.Baik dan buruknya citra kinerja pemerintahan melalui pelayanan sangat ditentukan oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menyadari akan pentingnya peranan desa di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika perlu pemerintah desa membuka pintu selama 24 jam terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan dari pemerintah desa.
c.3 Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Inisiatif Lokal Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Mata Pencaharian.. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Mentri Desa Nomor 2, menguraikan bahwa pentingnya musyawarah, peran BPD yang sudah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana UU No.6 dan PERMENDES di terapkan di Desa Kemuning Lor dan desa Arjasa Kabupaten Jember, oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan, Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Model Pengambilan keputusan tingkat Desa pada Desa Kemuning Lor dan Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember (2) Bagaimana hubungan antar lembaga Pemerintahan Desa, dan (3) Bagaimana Implikasi model pengambilan keputusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, terhadap perkembangan partisipasi masyarakat dalam perkembangan Demokrasi Desa. 

Deskripsi kondisi Kebijakan  pada dasarnya adalah proses pemberian dukungan kepada komunitas untuk menyadari adanya kebijakan yang terkait dengan proses keberdayaan masyarakat melalui intervensi kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan dan pembangunan sosial. 

Kaitannya pengembangan usaha ekonomi produktif penduduk miskin dengan keberadaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, disebutkan bahwa Prioritas penggunaan  dana  desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan   kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana  prasarana  ekonomi masyarakat Desa meliputi (1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan; (2) usaha ekonomi    pertanian    berskala  produktif  meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran  yang difokuskan kepada    pembentukan dan pengembangan  produk  unggulan  Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan 3. usaha  ekonomi  non  pertanian  berskala  produktif  meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran  yang difokuskan kepada pembentukan    dan penembangan  produk  unggulan  Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa tersebut produk unggulan desa yang bisa dikembangkan adalah kerajinan bambu. 

Berdasarkan ketentuan kebijakan kedua kementerian tersebut pelaksanaan kebijakan pengembangan UEP di desa dilaksanakan melalui 3 tahapan yakni a) Pemetaan Sosial Ekonomi; b) Pemberdayaan melalu UEP; dan c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial. 
Pemetaan Sosial Ekonomi secara praktis langkah yang dilakukan ialah pengkondisian Tim atau pembentukan Tim Pemataan di tingkat desa. Kemudian Tim pemetaan akan mendapat bimbingan teknis terkait dengan kegiatan yang akan dijalankan. Pemilihan klaster lokasi pemetaan dilakukan oleh Tim setelah mendapatkan Bimtek. Setelah itu, pemetaan sosial ekonomi dilakukan. Pemetaan sosial ekonomi menggunakan  pendekatan non-directive (tidak langsung) yakni dengan FGD, bertujuan untuk mengangkat isu komunitas dan potensi komunitas lokal. Dengan kajian lapangan dapat memformulasikan (potensi sosial, ekonomi lokal dan analisis alternative rencana usaha). Pemetaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dapat secara praktis dipahami melalui diagram berikut.

Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka kegiatan berikutnya yang dilakukan ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalu Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi Program pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berbasis mata pencaharian. Langkah ini bertujuan mengelompokkan Keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Kemudian pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan Keluarga  Miskin perihal usaha melalui UEP. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan UEP berdasarkan mata pencaharian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP. Ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. Dengan begitu UEP Keluarga Miskin Berdasarkan Mata Pencaharian Berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. 

Komponen berikutnya ialah kejelasan tentang Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial. Pengadaan E-Warong UEP menjadi wadah produk dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi rumah tangga meliputi pengepulan produk, pemasaran produk, channeling pemasaran ke luar pulau dan warong UEP.com. Fungsi e-Warung dalam Penyaluran bantuan sosial seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial ialah sebagai media kontroling harga sembako pada masyarakat. Dengann e-warung penjualan atau pembelian sembako diharapkan dapat berjalan kondusif dengan terjangkaunya harga beli barang (sembako) atau istilah lainnya ialah Elemen stabilisasi harga sembako dan menjadi target distribusi operasi pasar. Selain itu, e-Warung berfungsi sebagai media Penyalur bansos non tunai (Agent Bank), kemudian e-warung juga berfungsi sebagai Outlet koperasi. Hal tersebut menekankan bahwa peran e-warung sangat strategis sebagai bentuk produk dari inisiatif lokal. Kebaradaan e-warung memperkuat intensitas dan keberlanjutan program usaha ekonomi produktif.
Untuk merumuskan kebijakan pengembanagn usaha ekonomi produktif (UEP) dilakukan melalui 3 tahap kegiatan yakni Konsultasi Komunitas, Konsultasi Publik dan pendampingan pemberdayaan kelompok. 
1. Konsultasi Komunitas 

Pada prinsipnya, konsultasi di tingkat komunitas adalah serangkaian diskusi interaktif yang dilakukan untuk bersama-sama dengan masyarakat menganalisis masalah kemiskinan. Konsultasi dilaksanakan oleh suatu tim yang setidaknya terdiri dari dua atau tiga orang yang bertugas mengumpulkan informasi dan memfasilitasi diskusi dengan masyarakat. 
Tim pelaksana ini harus dibekali dengan kemampuan untuk menerapkan pendekatan partisipatoris yang sangat menekankan pada proses belajar bersama dan bukan menggurui atau memberikan penyuluhan pada masyrakat. Tim ini juga harus dibekali dengan pemahaman tentang aspek multi-dimensi kemiskinan dan kerangka analisis yang memungkinkan mereka melakukan pendalaman terhadap berbagai isu penting, dan membantu masyarakat mengkait-kaitkan berbagai informasi yang relevan. Kemampuan analisis tim pelaksana dan keterbukaan untuk menghargai pendapat berbagai golongan masyarakat merupakan kunci terpenting bagi keberhasilan konsultasi di tingkat komunitas.

Konsultasi di tingkat komunitas dilakukan melalui:

· Pengumpulan informasi berupa data sekunder di tingkat desa dan keterangan dari berbagai tokoh atau informan kunci;
· Pengamatan langsung terhadap kondisi wilayah dan penghidupan masyarakat;
· Diskusi terfokus atau diskusi bebas dengan berbagai kelompok masyarakat, serta diskusi pleno di tingkat desa yang dilaksanakan pada akhir rangkaian kegiatan di desa;
· Wawancara mendalam dengan beberapa responden terpilih, yang ditujukan untuk menggali berbagai isu penting secara mendalam.

Untuk memperoleh informasi yang sahih (dapat dipercaya), perlu dilihat konsistensi antara berbagai informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda (triangulasi).
Ketentuan Umum dalam Melakukan Diskusi dengan Masyarakat

Untuk mengoptimalkan hasil yang didapat dan menghindari terjadinya penyimpangan informasi secara sistematis (bias), beberapa ketentuan umum yang harus diikuti dalam melaksanakan diskusi dengan masyarakat adalah:

· Penentuan jadwal diskusi dilakukan bersama dan mengikuti ketersediaan waktu masyarakat;
· Upayakan tempat pertemuan merupakan tempat yang netral, bila perlu pertemuan dilakukan di lingkungan komunitas mereka;
· Tempatkan peserta diskusi sebagai pihak yang paling paham mengenai masalah yang dihadapi dan paling tahu jalan keluarnya;
· Tempatkan masyarakat sebagai pemeran utama diskusi, sebagai sumber dan penganalisis informasi;
· Semua peserta diskusi mempunyai hak suara yang sama;
· Masyarakat sebagai penentu keputusan, pihak luar hanya sebagai fasilitator diskusi;
· Minimaikan keterlibatan aparat desa dalam diskusi;
· Menanggulangi dominasi forum oleh individu tertentu;
· Selalu lakukan pendalaman (probing) mengenai informasi yang disampaikan. 

Hasil diskusi dengan masyarakat perlu diuji-silang dengan hasil pengamatan langsung, misalnya melalui jelajah lapangan (transek), dan hasil wawancara dengan informan kunci yang memahami isu-isu tertentu. Berbagai alat bantu (tools) telah dikembangkan untuk mempercepat dan memudahkan penggalian informasi dan fasilitasi dalam diskusi dengan masyarakat. Walaupun demikian, kedalaman dan keluasan informasi yang diperoleh, akan sangat ditentukan oleh ketrampilan dan kreativitas fasilitator dalam memfasilitasi diskusi dan melakukan pendalaman (probing) terhadap informasi yang disampaikan peserta diskusi. Suasana kesetaraan, demokratis, dan informal, merupakan kunci berlangsungnya diskusi interaktif yang optimal, sehingga informasi yang diperoleh mempunyai nilai kesahihan (validitas) yang tinggi.

2. Konsultasi Publik

Tujuan konsultasi Publik) adalah untuk mengikutsertakan berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (stakeholders dalam pembahasan dan perumusan masalah kemiskinan, dan strategi serta kebijakan penanggulangan kemiskinan. Konsultasi ini tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak diharapkan akan tumbuh rasa memiliki terhadap program yang disusun bersama, sehingga keberlanjutan program dan kegiatan menjadi lebih terjamin. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kesetaraan, juga membuat berbagai kegiatan atau program menjadi legitimate dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi dengan para pemangku kepentingan diharapkan akan menjamin diadopsinya kebijakan, strategi dan program yang telah disusun bersama, yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, miskin.
Konsultasi stakeholders dilakukan dalam bentuk lokakarya partisipatif yang melibatkan pemerintah dan non-pemerintah, dengan dipandu oleh fasilitator. Siapa saja pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan tergantung pada situasi dan kondisi lokal. Secara umum, unsur pemerintah yang perlu dilibatkan adalah dinas-dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota, baik yang menangani perencanaan maupun dinas terkait yang menangani bidang sosial, ekonomi dan keamanan. Sedangkan unsur non-pemerintah yang perlu dilibatkan antara lain adalah berbagaiLembaga Swadaya Masyarakat-LSM (baik yang memfokuskan kegiatan dalam bidang pemberian pelayanan umum, pendampingan masyarakat maupun advokasi), anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) lembaga dan/atau tokoh adat, lembaga dan/atau tokoh agama, lembaga dan/atau tokoh masyarakat, kalangan swasta/pengusaha, perguruan tinggi, media massa, lembaga-lembaga mitra pembangunan lainnya (misalnya lembaga donor), dan anggota masyarakat yang berminat.

Ketentuan Umum Pelaksanaan Konsultasi Stakeholders.

Beberapa kaidah umum dalam melaksanakan konsultasi publik adalah:

· Dilakukan secara partisipatoris, melibatkan stakeholders yang luas dan beragam; 

· Menetapkan tujuan, agenda dan output yang diharapkan dari konsultasi publik secara jelas;

· Agar lebih efektif, sebaiknya stakeholders yang terlibat mengikuti seluruh rangkaian konsultasi publik;

· Kesetaraan diantara peserta diskusi dan antara peserta dan fasilitator diskusi;

· Penerapan prinsip transparansi, dalam arti semua rumusan hasil diskusi dapat disebarluaskan ke publik;
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· Untuk menjaga kesinambungan rangkaian konsultasi publik, jadwal dan agenda konsultasi sebaiknya telah ditetapkan dan diinformasikan sejak awal sehingga peserta dapat mempersiapkan diri untuk terus mengikuti rangkaian konsultasi tersebut.
3. Pendampingan Pemberdayaan Kelompok 

Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka kegiatan berikutnya yang dilakukan ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalu Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 
Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi Program Pengentasan Penanganan Kemiskinan Melalui UEP berbasis mata pencaharian. Pengkondisian FGD, langkah ini bertujuan mengelompokkan Keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Kemudian pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan Keluarga  Miskin perihal usaha melalui UEP. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan UEP berdasarkan mata pencaharian disusun. 
Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP. Ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. Dengan begitu UEP Keluarga Miskin Berdasarkan Mata Pencaharian Berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Pemberdayaan Ekonomi melalui UEP sebagaimana dimaksud dapat secara praktis dapat digambarkan melalui diagram berikut.
D. Penutup 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Formulasi kebijakan mengenai Pengentasan kemiskinan di desa dapat menerapkan model kebijakan pengembangan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan, melalui tiga tahap kegiatan pemetaan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E-warong UEP; Usaha Ekonomi Produktif (UEP) penduduk miskin  disinergiskan dengan sumber daya alam setempat berupa melimpahnya tanaman bambu dan mata pencaharian penerima program untuk memberikan nilai tambah dalam bentuk pengrajin bambu.
Rekomendasi

Terkait hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penerima program Usaha Ekonomi Produktif perlu  diorientasikan sampai bisa memasarkan hasil produksinya.
2. Usaha pemasaran produk perlu diorientasikan untuk pemasaran hasil produksi UEP dan membangun Chanelling pemasaran ke luar daerah. 
3. Perlu pelatihan lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang pengolahan bambu.
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